SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 2 / TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 33 / TAHUN 2017
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang

SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
elektronik, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017
tentang Standar Operasional Prosedur dan Standar
Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
langkat tentang Pencabutan Peraturan Bupati Langkat
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Operasional
Prosedur dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Langkat;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tk II Binjai ke kota Stabat
di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Binjai,
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Menetapkan

Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten
Daerah Tk II Deliserdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 221);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1956),

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT.
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Pasal I
Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Langkat. (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2017 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal g= g 2021

BUPATI LANGKAT
ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal iz @ 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR A

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

ALIMAT'TARIGAN, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19730803 2002 1 005



